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Bagian Keempat
Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 111

(1) industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil, wajib memiliki
tanda daftar industri untuk mendapatkan izin usaha industri.

(2) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan
bukan kayu skala menengah dan skala besar, wajib memiliki izin
usaha industri atau izin perluasan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha industri primer hasil
hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 112

(1) Tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha
dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu,
berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi, sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, dan
dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan
berdasarkan pedoman evaluasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi industri
primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 113

(1) Permohonan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu,
izin usaha industri dan izin perluasan industri primer hasil hutan
bukan kayu diajukan kepada bupati/walikota.



this file
is
downloaded
from
www.aphi-net.com

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tanda daftar industri
primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha industri dan izin
perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu diatur dengan
peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 114

(1) Setiap pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan
bukan kayu berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 115
(1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan bukan
kayu, wajib;

a. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;

b. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan
produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas
produksi yang diizinkan;,

c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan
baku industri (RPBBI) setiap tahun;

d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi
pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;

e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat
(LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu
(LMHHBK);

f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan
olahan (LMHHO);
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g. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang
ditetapkan dalam izin;

h. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada
pemberi izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam
pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;

i. mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan
yang bersertifikat dalam hal industri dengan kapasitas sampai
dengan 6000 m3 (enam ribu meter kubik) per tahun jika
pemegang izin tidak memiliki tenaga pengukuran dan
pengujian hasil hutan yang bersertifikat.

j- memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan
bersertifikat, untuk industri hasil hutan kayu dengan kapasitas
lebih dari 6000 m3 (enam ribu meter kubik).

(2) Ketentuan mengenai kewajiban pemegang izin usaha industri
primer hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 116

Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
115, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan
bukan kayu, dilarang :

a. memperluas usaha industri tanpa izin;
b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin;

c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan
kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas
baku mutu lingkungan;

d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan
yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal);
atau

e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang
diberikan.
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BAB VII
PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

Pasal 117

(1) Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan
kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil
hutan melalui penatausahaan hasil hutan.

(2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan
penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau
penghitungan jumlah oleh petugas yang berwenang.

(3) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengujian oleh petugas
yang berwenang.

(4) Terhadap fisik hasil hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
penandaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan hasil hutan yang
berasal dari hutan negara, baik untuk hasil hutan alam maupun
hasil hutan tanaman diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 118

(1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan
penetapan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan
jumlah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis, pengukuran
volume/berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 119

Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang
berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersamasama dengan
dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan,
yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di
dalam wilayah Republik Indonesia.
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Pasal 120

(1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus sesuai
dengan fisik hasil hutan yang diangkut.

(2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1),
ditentukan berdasarkan metode pengukuran dan pengujian hasil
hutan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

(3) Pengukuran dan pengujian hasil hutan, wajib dilaksanakan oleh
tenaga teknis berkualifikasi penguji hasil hutan.

Pasal 121

(1) Menteri berwenang mengatur, membina dan mengembangkan
pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu yang belum diolah
ke pasar dalam negeri dan industri primer hasil hutan sebagai
bahan baku.

(2) Selain pengaturan, pembinaan dan pengembangan pemasaran
hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kewenangannya berada pada menteri yang bertanggung
jawab di bidang perdagangan dengan memperhatikan
pertimbangan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembinaan dan
pengembangan pemasaran hasil hutan kayu dan bukan kayu,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Menteri.

Pasal 122

Kewenangan pengaturan ekspor hasil hutan diatur oleh menteri yang
bertanggung jawab dibidang perdagangan atas usulan Menteri.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 123

(1) Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan;
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a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan
bidang kehutanan yang dilaksanakan gubernur,
bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.

b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan
bidang kehutanan vyang dilaksanakan bupati/walikota,
dan/atau kepala KPH.

(2) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya
melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta
pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH,
pemanfaat hutan, dan/atau pengolah hasil hutan.

Pasal 124

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1)
dan ayat (2) meliputi pemberian:

a. pedoman;

b. bimbingan;

c. pelatihan;

d. arahan; dan/atau
e. supervisi.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

(3) Pemberian bimbingan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja.

(4) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ ditujukan terhadap sumber daya manusia dan aparatur.

(5) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
mencakup kegiatan penyusunan rencana dan program.

(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan
terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana
pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.
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Pasal 125
(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1)
dan ayat (2) meliputi kegiatan:
a. monitoring; dan/atau
b. evaluasi.

(2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan Kkegiatan untuk memperoleh data dan informasi
kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan
pengelolaan hutan lestari yaitu tata hutan dan penyusunan
rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang
dilakukan secara periodik disesuaikan dengan jenis perizinannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan
pelaksanaan pengelolaan hutan lestari secara periodik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
peraturan Menteri.

Pasal 126
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur
dengan peraturan Menteri.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN,
DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

Pasal 127

Untuk menjamin status, kelestarian hutan dan kelestarian fungsi
hutan, maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan atau usaha
industri primer hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar
ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-
undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dikenakan sanksi
administratif.
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Pasal 128

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
dapat berupa:

a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
c. denda; atau

d. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijatuhkan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangannya
masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai
dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda,
dijatuhkan oleh Menteri.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang
disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 129

Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf
a dikenakan kepada;

a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, Pasal 73 ayat (1)
huruf g atau Pasal 73 ayat (4);

b. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada
hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;

c. pemegang IUPHHK pada HTI atau pada HTR dalam hutan
tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat
() huruf a, Pasal 75 ayat (1) huruf d, huruf h, huruf i, huruf Kk,
atau Pasal 75 ayat (3) huruf c.

Pasal 130
Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b
dikenakan kepada;
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a. pemegang IUPK atau IUPJL hutan yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf
a, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;

b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf
f, atau huruf h;

c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada
hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d,
huruf e, huruf f, atau huruf h;

d. pemegang hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung atau
hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, atau
huruf c;

e. Pemegang hak pengelolaan hutan desa, yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf
a, Pasal 91 ayat (2) huruf b, atau Pasal 91 ayat (2) huruf c,

f. Pemegang IUPHHK HKm yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, Pasal 98
ayat (2) huruf b, atau Pasal 98 ayat (2) huruf c,

Pasal 131

(1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan
penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana
dimaksud, dalam Pasal 130 dikenakan untuk selama 1 (satu)
tahun sejak sanksi dijatuhkan;

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin telah
memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
pengenaan sanksi;

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dipenuhi selama jangka waktu 1 (satu) tahun pengenaan sanksi,
pemegang izin masih diberikan peringatan tertulis paling banyak
3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari kerja
untuk setiap kali peringatan.
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(4) 1zin dicabut setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis
ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 132

Sanksi administratif berupa Benda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 ayat (1) huruf c dikenakan kepada:

a. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, huruf e, Pasal 74
huruf a, atau huruf b, dengan keharusan membayar denda
sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh)
kali harga dasar kayu;

b. pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, atau
huruf g, dengan keharusan membayar Benda sebanyak 15 (lima)
belas kali harga dasar kayu;

c. pemegang IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada
hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf 1, dengan
keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH
atau sebanyak 10 (sepuiuh) kali harga dasar kayu;

d. pemegang IUPHHK pada HTI atau HTR dalam hutan tanaman
pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf
¢, huruf f, atau Pasal 75 ayat (3), dengan keharusan membayar
denda sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;

e. pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan
produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam 75 ayat (5) huruf a atau huruf h,
dengan keharusan membayar denda sebanyak 15 (lima belas)
kali PSDH;

f. pemegang IUPHHBK vyang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf ¢ atau huruf
e, dengan keharusan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali
PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;



